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ABSTRAK 

Skripsi dengan Judul “Perlindungan Hukum Terhadap Istri sebagai Korban dari 

Kekerasan dalam Rumah Tangga Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2004 (Studi di DP3A Kota Semarang) ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan 

hukum DP3A Kota Semarang terhadap istri sebagai korban dari Kekerasan dalam 

Rumah Tangga sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang 

Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, serta mengetahui hambatan-

hambatan yang dialami dari pihak DP3A dalam melakukan perlindungan terhadap 

istri sebagai korban dalam Kekerasan dalam Rumah Tangga yang terjadi di Kota 

Semarang. 

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. 

Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analistis. Objek dalam penelitian ini 

adalah seluruh informasi yang berkaitan dengan penelitian ini yakni Perlindungan 

Hukum terhadap Istri sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga 

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004. Pengumpulan data yang 

digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah dengan melakukan wawancara untuk 

memperoleh data primer dan studi kepustakaan untuk data sekunder.  

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis menyimpulkan bahwa pihak 

DP3A telah memberikan perlindungan hukum kepada korban sesuai dengan 

Undang-Undang No. 23 Tahun 2004. Perlindungan hukum tersebut yang diberikan 

melalui UPTD PPA dengan memberikan layanan pengaduan dan ruang konseling, 

memberikan pendampingan layanan hukum, memberikan pendampingan layanan 

medis, memberikan layanan rumah perlindungan sementara dan rumah aman, serta 

memberikan layanan transportasi. Adapun beberapa hambatan yang dialami oleh 

UPTD PPA dalam melakukan perlindungan kepada korban yakni terdapat korban 

yang tidak atau kurang jujur dengan pihak UPTD PPA, korban kekerasan dalam 

rumah tangga tidak cooperative, dan kurangnya bukti dan saksi. 

Saran dari penulis adalah pihak DP3A dan UPTD PPA bisa mengadakan sosialisasi 

kepada masyarakat, keperluan apa saja yang perlu disiapkan untuk dapat 

mengajukan perlindungan. Saran lainnya pihak UPTD PPA atau pemilik rumah bisa 

memperketat keamanan di rumah perlindungan sementara dan rumah aman 

tersebut. 
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